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Bagaimana pengawasan dan
pelindungan pemerintah terha-
dap pekerja migran Indonesia?

Secara umum sudah ada perbaik-
an. Ada terobosan-terobosan baru,
baik di tingkat nasional atau daerah.
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Jadi, berbagai inisiatif mulai dibangun,
kebijakan juga sudah diperbarui, se-
perti dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang PPML Kemu-
dian di berbagai layanan, saya kira juga
sudah ada perbaikan. )

Tetapi saya rasa, untuk persoalan
pekerja migran itu kan persoalan yang
karatan, persoalan yang terjadi karena
kebijakan dari masa Orde Baru. J adi,
persoalannya ini menjadi sangat kom-
pleks. Sehingga, apa yang sudah dila-
kukan selama ini pun belum cukup un-
tuk mengurangi masalah dan potensi
masalah yang akan muncul.

Jadi, apa yang perlu diperkuat ke
depan adalah menyambut UU baru ini
dengan segera membangun satu sis-
tem pengelolaan migrasi yang berda-

sar pada hak asasi manusia dan per-
lindungan perempuan. Di undang-un-
dangnya kan sudah mulai disebutkan
peran daerah, dari perangkat desa
hingga kabupaten dan provinsi juga
itu harus mulai segera direalisasikan.

Hingga saat ini, sudahkah ada
realisasi dari UU PPMI tersebut?

Ini UU baru, jadi belum bisa di-
ukur sama sekali. Aturan turunannya
sedang dirumuskan. Pemerintah me-
miliki masa transisi dua tahun untuk
menyiapkan ity, jadi bagaimana me-
lihat persoalan Zaini Misrin, menem-
patkan persoalan Adelina, dan lain-
lain itu untuk membangun penegasan
dan upaya untuk mencegah kasus
serupa kembali terjadi.

Tapi, yang harus diakui, dengan
pemerintah saat ini cenderung ter-
buka, dialog, bahkan di undang-un-
dang baru untuk pertama kalinya da-
lam UU Migran disebutkan partisipasi
masyarakat sipil. Selama ini tidak
pernah ada. Jadi, apa yang kami laku-
kan pun sebelum ada UU itu ya ter-
masuk ilegal. Tetapi, di bawah UU PP-
M1 vang baru kami diakomodasi, pe-
ran-peran masyarakat sipil dilibatkan
dalam pelindungan PML

Pengawasan dan perlindung-
an pemerintah ke depan sebaik-
nya bagaimana?

Pengawasan memang harus dibuat
perangkatnya. Instrumen pengawasan
mulai dari proses pramigrasi ketika be-

v

kerja, ketika pulang indikatornya harus
jelas. Ada juga mekanisme partisipatif
yang bisa melibatkan masyarakat.
Sehingga bisa diukur, dipantau. Sehing-
ga jika ada masalah, pasti bisa dideteksi.
Jangan sampai ketahuan sudah
darurat. Maka dari itu, saya rasa pen-
ting dilakukan ke depan dibangun ins-
trumen pengawasannya. Apalagi jika
memberikan perlindungan kepada PMI
yang terancam hukuman mati. Kan
tetap proses peradilan itu manusia yang
memproses, memutuskan. Seperti ka-
sus Zaini Misrin ini kan banyak yang ti-
dak adil dalam proses hukumnya. Ini
lemahnya hukuman mati. Makanya, di
seluruh dunia dalam peradaban hukum

itu kan harus dihapuskan.
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